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ABSTRAK   

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 

menuntut kepatuhan tinggi dari Pengusaha Kena Pajak dalam aspek perhitungan, penyetoran, 

dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan 

pelaporan PPN pada PT Serayu Perdana Abadi periode 2023–2024 serta mengidentifikasi 

permasalahan yang memengaruhi kepatuhan perpajakan. Penelitian menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara 

langsung dengan staf akuntansi dan dokumentasi data perpajakan perusahaan. Analisis data 

dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, perhitungan, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan 

tarif PPN sebesar 11% dan metode Pajak Masukan serta Pajak Keluaran sesuai ketentuan yang 

berlaku. Namun demikian, ditemukan kendala berupa kesalahan input nominal PPN, 

keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, serta gangguan teknis pada sistem 

e-Faktur yang mengakibatkan denda administratif dan penerbitan SP2DK. Kesimpulan 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN pada perusahaan secara umum telah sesuai 

regulasi, namun masih memerlukan peningkatan akurasi data, pengendalian internal, dan 

ketepatan waktu pelaporan guna meminimalkan risiko sanksi dan meningkatkan kepatuhan 

perpajakan.  

Kata Kunci: Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. 

   

 

ABSTRACT 

 

Value Added Tax (VAT) is a source of state revenue that requires high compliance from 

Taxable Entrepreneurs in terms of calculation, payment, and reporting. This study aims to 

analyze the implementation of VAT calculation, payment, and reporting at PT Serayu Perdana 

Abadi for the 2023–2024 period and identify issues affecting tax compliance. The study used a 

qualitative method with a descriptive approach, through data collection techniques in the form 

of direct interviews with accounting staff and documentation of the company's tax data. Data 

analysis was carried out through the stages of collecting, grouping, processing, calculating, 

and drawing conclusions. The results of the study indicate that the company has implemented 

a VAT rate of 11% and the Input Tax and Output Tax methods in accordance with applicable 

regulations. However, obstacles were found in the form of errors in VAT nominal input, delays 

https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto
mailto:aniskhaerunnisa09@gmail.com


Jurnal Akuntansi Progresif                                           Vol 7, No. 1 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jap                                                                               Januari 2026 

  

 

Page | 66 

in payment and reporting of VAT Periodic Tax Returns, and technical problems in the e-Invoice 

system that resulted in administrative fines and the issuance of SP2DK. The study concluded 

that the implementation of VAT at the company is generally in accordance with regulations, 

but still requires improvements in data accuracy, internal control, and timeliness of reporting 

to minimize the risk of sanctions and improve tax compliance. 

Keywords: Calculation, Deposit And Reporting Of Value Added Tax 

 

PENDAHULUAN  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen utama penerimaan 

negara yang berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Perubahan 

kebijakan tarif PPN dari 10% menjadi 11% sejak April 2022 melalui Undang-Undang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan menuntut peningkatan kepatuhan administrasi perpajakan 

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), khususnya dalam aspek perhitungan, penyetoran, dan 

pelaporan PPN (UU No. 7 Tahun 2021). Dalam praktiknya, kompleksitas regulasi dan sistem 

administrasi berbasis elektronik sering menimbulkan kendala teknis dan administratif di 

tingkat perusahaan, yang berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan serta sanksi 

perpajakan. 

PT Serayu Perdana Abadi sebagai PKP yang bergerak di bidang general trading 

menghadapi permasalahan berulang terkait kepatuhan PPN selama periode 2023–2024, yang 

ditunjukkan oleh adanya denda administrasi, kurang bayar, serta penerbitan Surat Permintaan 

Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Kondisi ini mengindikasikan adanya 

kelemahan dalam sistem pengelolaan PPN perusahaan, baik dari sisi akurasi perhitungan 

maupun ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian 

ini merumuskan pertanyaan penelitian: bagaimana penerapan perhitungan, penyetoran, dan 

pelaporan PPN di PT Serayu Perdana Abadi, serta faktor apa yang menyebabkan 

ketidaktepatan dan keterlambatan pemenuhan kewajiban tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis proses perhitungan PPN, 

mekanisme penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN yang diterapkan oleh perusahaan, serta 

mengidentifikasi faktor dominan penyebab kesalahan dan keterlambatan dalam 

pelaksanaannya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai 

tingkat kepatuhan PPN perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. 
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Secara akademik, penelitian ini relevan dalam bidang akuntansi perpajakan karena 

memberikan kontribusi empiris pada kajian kepatuhan PPN di tingkat entitas usaha, khususnya 

dalam konteks implementasi kebijakan pasca perubahan tarif PPN. Berbeda dari penelitian 

terdahulu yang banyak menekankan aspek normatif kepatuhan, penelitian ini menyoroti 

permasalahan teknis dan administratif yang terjadi dalam praktik, sehingga dapat menjadi 

dasar evaluasi dan pengembangan sistem pengelolaan pajak perusahaan di masa mendatang. 

METODE PENELITIAN   

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk 

menggambarkan secara mendalam penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Serayu Perdana Abadi. Pemilihan objek penelitian 

didasarkan pada status perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami 

permasalahan kepatuhan PPN secara berulang dalam periode tersebut. 

Subjek penelitian meliputi staf accounting PT Serayu Perdana Abadi yang terlibat 

langsung dalam pengelolaan PPN. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 

langsung dengan informan kunci serta studi dokumentasi terhadap data pendukung, seperti 

laporan SPT Masa PPN, faktur pajak, bukti penyetoran, dan surat ketetapan atau teguran pajak. 

Data yang dikumpulkan mencakup informasi terkait prosedur perhitungan PPN, mekanisme 

penyetoran, serta pelaporan PPN yang dijalankan oleh perusahaan. 

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, 

pengelompokan dan verifikasi data, pengolahan serta analisis perhitungan PPN, kemudian 

diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada kesesuaian praktik PPN 

perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta identifikasi kendala administratif 

dan teknis yang memengaruhi kepatuhan perpajakan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

- Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Serayu Perdana Abadi telah menerapkan 

perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan tarif 11% serta mekanisme 

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan sesuai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan. Secara normatif, metode perhitungan yang digunakan telah selaras 

dengan regulasi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesalahan 
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input nominal PPN pada faktur pajak, yang berdampak pada timbulnya status lebih bayar 

maupun kurang bayar. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan formal terhadap 

regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh akurasi teknis dalam pelaksanaan, sehingga 

berpotensi menimbulkan risiko administrasi perpajakan. 

- Penyetoran PPN dan Kepatuhan Waktu 

Dalam aspek penyetoran PPN, perusahaan melakukan pembayaran melalui bank 

persepsi yang telah ditetapkan. Meskipun prosedur penyetoran telah sesuai, hasil 

penelitian menunjukkan adanya keterlambatan penyetoran pada beberapa masa pajak 

yang mengakibatkan sanksi administratif berupa denda. Kondisi ini menunjukkan 

lemahnya pengelolaan waktu dan perencanaan kas perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan pajak tidak 

hanya ditentukan oleh pemahaman aturan, tetapi juga oleh efektivitas sistem internal dan 

manajemen operasional perusahaan. 

- Pelaporan PPN dan Permasalahan Administratif 

Pada tahap pelaporan, perusahaan masih menghadapi kendala berupa keterlambatan 

penyampaian SPT Masa PPN, kesalahan input data faktur pajak, serta ketidaksesuaian 

antara data faktur dan laporan yang disampaikan. Dampak dari permasalahan ini 

tercermin dari diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 

(SP2DK) oleh otoritas pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan 

yang belum optimal dapat meningkatkan risiko pengawasan dan pemeriksaan pajak, 

meskipun secara umum perusahaan telah menjalankan kewajiban PPN sesuai regulasi. 

- Implikasi Teoretis dan Kontribusi Akademik 

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu yang menyatakan bahwa implementasi 

PPN pada tingkat perusahaan sering kali menghadapi kendala teknis dan administratif, 

meskipun secara normatif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini juga 

dapat dijelaskan melalui perspektif Theory of Planned Behavior, di mana keterbatasan 

kontrol perilaku dan faktor organisasi memengaruhi kepatuhan pajak. Secara akademik, 

penelitian ini berkontribusi dengan menegaskan bahwa kepatuhan PPN tidak cukup 

dinilai dari kesesuaian aturan semata, tetapi juga dari kualitas sistem internal, akurasi 

data, dan disiplin waktu pelaporan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya 
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literatur akuntansi perpajakan melalui bukti empiris mengenai kesenjangan antara 

kepatuhan formal dan kepatuhan substantif dalam praktik PPN perusahaan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Serayu Perdana Abadi selama periode 2023–2024 

secara umum telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam 

penggunaan tarif 11% serta mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Namun demikian, 

hasil penelitian juga mengungkap adanya permasalahan administratif berupa kesalahan input 

nominal PPN, keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, serta kendala teknis 

pada sistem e-Faktur yang berdampak pada munculnya sanksi administratif dan penerbitan 

SP2DK. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian, yaitu 

mengidentifikasi proses penerapan PPN sekaligus faktor penyebab ketidaktepatan dan 

keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. 

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan akurasi data, 

penguatan pengendalian internal, dan pengelolaan waktu yang lebih baik dalam administrasi 

PPN guna meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meminimalkan risiko sanksi. Secara 

teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan 

oleh kesesuaian regulasi, tetapi juga oleh faktor teknis dan organisasi dalam praktik. 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya pada satu objek penelitian dan pendekatan 

kualitatif deskriptif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian 

selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak perusahaan atau menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan komparatif guna memperdalam analisis kepatuhan PPN pada 

berbagai sektor usaha 
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